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    BAB V 

  PENUTUP   

 

5.1 Kesimpulan 

              Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa 

Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada tentang implementasi asas 

transparansi dalam  pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data; wawancara dan kusioner/angket maka dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Wawowae sesuai dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertangggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat disajikan sebagai 

berikut: 

- Perencanaan, semua perencanaan keuangan desa tertuang dalam  

RPJMDesa  dan RKPDesa. Terkait adanya sosialisasi penyusunan 

APBDesa kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa belum berjalan 

dengan baik karena proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan 

dana desa masih dilakukan secara tertutup yaitu hanya didominasi oleh 

pemerintah desa sendiri. Tidak diselenggarakanya musyawarah tingkat 

dusun untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa yang danai 

keuangan desa. Sehingga tidak ada bentuk partisipasi masyarakat, karena 
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masyarakat beranggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan tugas 

tanggungjawab pemerintah desa. 

- Penganggaran, proses penganggaran keuangan Desa Wawowae 

dilakukanya  dengan tahap penyusunan APBDesa  yaitu awal penyusunan, 

Pemerintah Desa bersama  BPD, Tokoh Masyarakat melakukan 

musyawarah perencanaan. Musyawarah penetapan APBDesa ini dihadiri 

berbagai unsur termasuk perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah dibuat 

dalam berita acara, kemudian berita acara kesepakatan dijabarkan dalam 

RKPDesa dalam bentuk RAB.  

- Pelaksanaan, dalam pelaksanaan keuangan Desa Wawowae didapati 

bahwa masyarakat masih bersifat apatis terhadap  kegiatan pembangunan 

di desa. Hal ini karena tidak dilibatkanya masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan apapun yang diadakan dari desa. Dilakukanya perjanjian 

dengan pihak ketiga dalam pelaksananan pembangunan desa tampa adanya  

kesepakatan siapa yang akan melaksanakan program pembangunan 

tersebut. Kemudian setelah porgram pembangunan dilaksanakan,  tidak 

ada partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi hasil pembangunan. Hal 

ini karena Pemerintah Desa Wawowae sering melaksanakan evaluasi hasil 

pembangunan agar masyarakat juga mengetahui apakah semua keuangan 

sudah terealisasi dan pelaksanaanya sesuai tidak dengan keinginan 

masyarakat.  

- Penatausahaan, untuk adanya pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran keuangan Pemerintah Desa Wawowae dilakukan secara 
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teratur dan dilakukan dengan pembukuan yang lengkap dan digunakanya 

dengan sistem komputer agar setiap penerimaan dan pengeluaran bisa 

dilihat tanggal pemasukan dan pengeluaran lalu dibuat secara manual agar 

masyarakat juga bisa mengaksesnya. 

- Pelaporan pertanggungjawaban, dalam menerapakan asas transparansi 

Pemerintah Desa Wawowae melakukan laporan pertanggungjawaban 

setiap semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui Camat setelah 

pelaksanaan pembangunan dijalankan  dan dilengkapi dengan rincian 

kegiatan laporan realisasi anggaran yang terangkum dalam Anggaran 

Pembelanjaan Desa (APBDesa). Selain itu untuk memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat, desa menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan 

melalui papan informasi.  

  Sesuai dengan teori negara hukum dan good governance, bahwa 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan 

dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wawowae belum 

sepenuhnya mengeimplementasikan asas transparansi dengan baik. Hal ini 

sebabkan karena pengambilan kebijakan dalam tahap perencanaan dan 

pelaksnaan masih dilakukan secara tertutup. Artinnya dalam tahapan 

tersebut masih didominasi pemerintah desa sendiri dengan tidak 

melibatkan masyarakat. 
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5.2 Saran 

  Untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola 

pemerintah yang baik (good governance), salah satunya asas 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah 

desa perlu diberikan pelatihan dalam mengambil keputusan terkait 

pengelolaan dana desa  agar dilakukan sesuai dengan aturan dibuat 

dan tepat secara hukum dan harus mengimpelemntasikan asas 

transparansi terutama dalam tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan. 

- Pada tahap Perencanaan, harus diselenggarakannya musyawarah 

tingkat dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan terkait rencana porgram pembangunan desa 

yang didanai keuangan desa. Sehingga masyarakat bisa 

berpartisipasi dan mengetahui porgram  pembangunan apa saja yang 

direncanakan. 

- Pada tahap pelaksanaan,  sebagai bentuk transparansi, harus 

dilibatkan masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi langsung 

kegiatan pembangunan desa. Evaluasi hasil pembangunan juga 

perlu dilaksanakan agar masyarakat mengetahui apakah anggaran 

tersebut digunakan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 
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